
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA 
 

NOMOR  
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2023  
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengalokasian dana untuk belanja 

urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur 
Nomor 49 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja perlu 
diubah; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 
tentang Analisis Standar Belanja; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4744); 

 
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 
 

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga 
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2025 Nomor 105); 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037); 

 
8. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Analisis 

Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2023 Nomor 62026) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2024 tentang 
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 
tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62024); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS 
STANDAR BELANJA. 

 
Pasal I 

  
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 
2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 62026) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2024 tentang 
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 tentang 
Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62024) diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
 

Pasal II 
 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 
 
GUBERNUR DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 
 
 
 
 

PRAMONO ANUNG 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
                         IBUKOTA JAKARTA, 
 
 
 
 
                       UUS KUSWANTO 
 
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN             NOMOR 



 

 

LAMPIRAN 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR           TAHUN 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2023 

TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA  
 

 
A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

 

 
 

KOP SKPD 

 

       ID Surat:… 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

Nomor:................… 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama  : … 

NIP  : … 

Jabatan : … 

dengan ini menyatakan bahwa:  

1. Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua usulan penambahan 
Analisis Standar Belanja, perubahan harga Analisis Standar Belanja dan 
penambahan kode rekening pada Analisis Standar Belanja yang saya ajukan 

kepada Kepala (SKPD/Unit SKPD) dalam rangka Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran … melalui sistem eharga.jakarta.go.id dengan 

daftar usulan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari surat ini. 

2. Segala hal yang berkaitan dengan semua usulan penambahan Analisis Standar 

Belanja, perubahan harga Analisis Standar Belanja, dan penambahan kode 
rekening pada Analisis Standar Belanja meliputi nama standar harga satuan, 
spesifikasi standar harga satuan, satuan standar harga satuan, dan harga 

standar harga satuan, adalah sesuai dengan harga pasar yang berlaku serta 
memberikan lampiran dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan 

dan merupakan tanggung jawab mutlak selaku Kepala (SKPD/Unit SKPD). 

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur 
paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
 

 Jakarta,.... 
 

Kepala SKPD, 

 
(Nama............................) 

(NIP....................…) 

[ BARCODE ] 
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B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR 

BELANJA USULAN SKPD/UNIT SKPD 
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C. PROSEDUR PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA USULAN TIM 

PENYUSUN ASB 
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D. RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 
 

 
 

 
GUBERNUR DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 

 
 

 
 

PRAMONO ANUNG 

 
 


